Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN
Nomor 0378/Pdt.G/2018/PA.Tbh

ezl ozl alll oun

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tembilahan yang memeriksa dan mengadili
perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim
Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam
perkara antara :

PENGGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan

Penyanyi, tempat tinggal di JI. Datuk Bandar Lr.
Mesjid Al Muslihat Kelurahan Tembilahan Hilir
Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir,
sebagai “Penggugat”;
melawan
TERGUGAT, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan
Tukang Ojek, tempat tinggal di JI. HR. Soebrantas
Gg. Akasia Indah Kelurahan Tembilahan Hilir
Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir,
sebagai “Tergugat”;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti

surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 09 Mei 2018
yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan Nomor
0378/Pdt.G/2018/PA.Tbh, tanggal 11 Mei 2018 mengemukakan hal-hal
sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami-istri sah, menikah
pada tanggal 27 Mei 2016 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor
Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir
Propinsi Riau, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor
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0259/052/V/2016, tertanggal 27 Mei 2016, yang dikeluarkan oleh KUA

Kecamatan tersebut;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat sudah rukun dan
harmonis sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul), belum

dikaruniai anak;

3. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan tersebut Penggugat dengan
Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri, bertempat tinggal di rumah
orang tua Tergugat yang terletak di JI. HR. Soebrantas Gg. Akasia Indah
Kelurahan Tembilahan Hilir Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri
Hilir sampai dengan berpisabh;

4. Bahwa sejak bulan Juni tahun 2016 kehidupan rumah tangga
Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi
karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang penyebabnya
adalah :

a. Masalah ekonomi rumah tangga, Tergugat tidak bisa memenuhi
kebutuhan rumah tangga, sehingga untuk memenuhi kebutuhan
rumah tangga tersebut Penggugat lah yang harus bekerja sebagai

seorang pernyanyi

b. Tergugat suka cemburu tidak jelas kepada Penggugat sehingga

selalu memicu pertengkaran

c. Tergugat jika dinasehati untuk tidak melakukan transaksi jenis
narkoba selalu menanggapinya dengan marah-marah dan berkata-

kata kasar

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan
Tergugat terjadi pada bulan Oktober tahun 2017, Tergugat di tangkap
oleh pihak kepolisian Kabupaten Indragiri Hilir dirumah orang tuanya
yang terletak di JI. HR. Soebrantas Gg. Akasia Indah Kelurahan
Tembilahan Hilir Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir pada
alamat sebagaimana tersebut diatas sehingga sampai sekarang ini telah

berpisah tempat tinggal selama lebih kurang kurang lebih 7 Bulan,

Hal. 2 dari 9 hal. Putusan Nomor 0378/Pdt.G/2018/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama berpisah tersebut antara Penggugat dengan Tergugat sudah

diupayakan rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

6. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, keadaan rumah tangga
Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin dipersatukan lagi dan
Penggugat tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga

dengan Tergugat;

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara ini sesuai dengan
ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon agar
Ketua Pengadilan Agama Tembilahan Cqg. Majelis Hakim yang telah
ditetapkan, agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini,
selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :
PRIMAIR :
1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap
Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;
SUBSIDAIR :
Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-
adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat
hadir sendiri di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak pula
menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut
relaas panggilan Nomor 0378/Pdt.G/2018/PA.Tbh Tergugat telah dipanggil
secara resmi dan patut, sedangkan tidak hadirannya tersebut tanpa alasan
yang sabh;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara
menasihati Penggugat untuk bersabar dan kumpul kembali dengan
Tergugat sebagai suami isteri, namun tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka
mediasi sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung
Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Jo Pasal 154 R.Bg tidak dapat
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dilaksanakan, begitu juga keterangan Tergugat tidak dapat didengar di

persidangan;

Bahwa pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan
surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah
mengajukan bukti surat berupa :

a. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 0259/052/V//2016, yang
aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tembilahan,
Kabupaten Indragiri Hilir Propinsi Riau, tanggal 27 Mei 2016, lalu
Majelis memeriksa bukti surat tersebut dan mencocokkan dengan
aslinya ternyata cocok serta telah bermeterai cukup oleh Ketua Majelis
diberi tanda P.1;

b. Fotocopi Petikan Putusan Nomor : 37/Pid.Sus/PN Tbh tanggal 16 April
2018 setelah , dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tembilahan,
oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Bahwa Penggugat selanjutnya menyatakan tidak akan mengajukan
sesuatu apapun dalam perkara ini dan telah menyampaikan
kesimpulannya yang pada pokoknya tetap sebagaimana surat gugatannya
serta memohon perkara ini segera diputuskan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis cukup
menunjuk hal ihwal sebagaimana telah dicatat dalam Berita Acara;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 145 R.Bg. jo pasal 26 Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil
secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, terhadap
panggilan mana Penggugat secara in person telah hadir dipersidangan,
sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain
sebagai wakil atau kuasanya tanpa alasan yang sah, sedangkan gugatan
Penggugat tidak melawan hukum. Oleh karenanya Tergugat harus
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dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat diputus dengan
verstek sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;
Menimbang, bahwa pertama-tama harus dipertimbangkan adalah
tentang hubungan hukum, maka berdasarkan bukti P (Buku Kutipan Akta
Nikah), ternyata adalah akta autentik, terbukti bahwa Penggugat dengan
Tergugat adalah suami-istri yang sah, menikah pada tanggal 27 Mei 2016,
dengan demikian Penggugat adalah orang yang berkepentingan dan patut
menjadi pihak-pihak dalam perkara ini;
Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam
persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya
perdamaian sebagaimana dikehendaki oleh pasal 82 ayat (1) dan (4)
Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua
kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, pasal 154 R.Bg
dan pasal 131 Kompilasi Hukum Islam serta Peraturan Mahkamah Agung
R.I. Nomor 1 Tahun 2016, namun demikian Majelis Hakim sudah berupaya
secara maksimal menasihati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali
untuk membina rumah tangganya dengan Tergugat tetapi tidak berhasil,
maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan
Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;
Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan
ini adalah karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi
perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan
a. Masalah ekonomi rumah tangga, Tergugat tidak bisa memenuhi
kebutuhan rumah tangga, sehingga untuk memenuhi kebutuhan rumah
tangga tersebut Penggugat lah yang harus bekerja sebagai seorang
pernyanyi

b. Tergugat suka cemburu tidak jelas kepada Penggugat sehingga selalu
memicu pertengkaran

c. Tergugat jika dinasehati untuk tidak melakukan transaksi jenis narkoba

selalu menanggapinya dengan marah-marah dan berkata-kata kasar;
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Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat
telah mengajukan bukti surat (P.1) dan (P.2), terhadap bukti-bukti mana
Majelis Hakim akan mempertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Buku Kutipan Akta Nikah)
membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang
terikat perkawinan sejak 27 Mei 2016.

Menimbang, bahwa bukti P.2 (petikan putusan Nomor
37/Pid.Sus/2018/PN Tbh) membuktikan bahwa Tergugat telah dijatuhi
pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sebesar Rp
1.000.000.000,00 (satu miliyar rupiah) dengan ketentuan jika tidak dibayar
maka dapat diganti dengan 3 (tiga) bulan penjara;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat, yang didukung bukti
P.1 dan P.2 sebagaimana dipertimbangkan diatas, Majelis Hakim telah
dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami-istri yang sah,
menikah pada tanggal 27 Mei 2016;

- Bahwa Tergugat telah dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) tahun
disebabkan secara melawan hukum menjual, menjadi perantara dalam
jual beli atau menyerahkan narkotika golongan |I.

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat saat ini telah berpisah
tempat tinggal selama 7 (tujuh) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis
berpendapat bahwa dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat telah terbukti
kebenarannya, dengan demikian rumah tangga Penggugat dengan
Tergugat telah dipandang sampai pada kondisi pecah (broken marriage)
serta sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada harapan akan
hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga sebagaimana disebutkan
dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Penggugat dengan
Tergugat dapat dilihat dari fakta di mana Tergugat dijatuhi pidana penjara
di atas 5 tahun yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat telah

berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan;
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Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah perbuatan yang
dibenci Allah SWT., akan tetapi mempertahankan perkawinan dengan
kondisi tersebut diatas patut diduga akan lebih mendatangkan mafsadat
(keburukan) dari pada maslahat (kebaikan), diantaranya penderitaan batin
yang bekepanjangan bagi kedua belah pihak, padahal menolak keburukan
harus didahulukan daripada mengharap kebaikan, sebagaimana kaedah
ushul figh yang terdapat dalam kitab Al-Asbah Wan Nazhoir, hal. 62 yang
berbunyi :
dlaall > e p 2do duwlaalls$s
Artinya : Menolak kemudharatan (keburukan) lebih diutamakan daripada

meraih kemaslahatan (kebaikan) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya juga Majelis Hakim perlu untuk
mengetengahkan dalil syar'i yang termaktub dalam kitab Ghoyatul Marom
yang Majelis Hakim ambil sebagai pendapat Majelis dalam memutus
perkara ini yakni:

ailb olall ale §lb lgzg i) azg il it pas aubl Ol

Artinya : “Di waktu isteri setelah memuncak kebenciannya terhadap
suami, di saat itulah Hakim diperkenankan menjatuhkan
talaknya suami dengan talak satu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan
tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat untuk
bercerai dengan Tergugat telah memenuhi alasan yang cukup
sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 huruf (c) Peraturan Pemerintah
Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh
karena itu sesuai ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-
undang Nomor 50 Tahun 2009, maka oleh karenanya gugatan Penggugat
sudah sepatutnya untuk dikabulkan dan sesuai ketentuan pasal 119 ayat
( 2 ) huruf ¢ Kompilasi Hukum Islam gugatan Penggugat dikabulkan
dengan menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat terhadap
Penggugat;
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Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang
Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan
Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara ini
dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Memperhatikan, segala ketentuan hukum dan peraturan
perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan
dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut
untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap
Penggugat (PENGGUGAT);

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara
sejumlah Rp.391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis
Hakim Pengadilan Agama Tembilahan pada hari Senin tanggal 13 Agustus
2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Dzulhijjah 1439 Hijriyah, oleh
kami FATHUR RIZQI, S.H.l. sebagai Hakim Ketua Majelis serta YENI
KURNIATI, S.H.l. dan RIKI DERMAWAN, S.H.l. masing-masing sebagai
Hakim Anggota, Putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua
Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang didampingi oleh Hakim-
hakim Anggota tersebut, dengan ISKANDAR ZULKARNAINI, S.Ag.
sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya

Tergugat;

Ketua Majelis,
Ttd.

FATHUR RIZQI, S.H.I.
Hakim Anggota, Hakim Anggota,
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Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd. Ttd.

YENI KURNIATI, S.H.l. RIKI DERMAWAN, S.H.I.
Panitera Pengganti,

Ttd.

ISKANDAR ZULKARNAINI, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran; = Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses; = Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan; = Rp. 300.000,-
4. Biaya Redaksi; = Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai; = Rp. 6.000,-

Jumlah = Rp. 391.000,-

(‘tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Hal. 9 dari 9 hal. Putusan Nomor 0378/Pdt.G/2018/PA.Tbh

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 9



